BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Bantuan Langsung Tunai Covid-19 merupakan satu program yang
diusulkan oleh Pemerintah Kota Padang, yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan bagi masyarakat yang mengalami
atau yang terdampak masalah ekonomi selama masa pandemic covid-19.
Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Kota Padang sudah dilaksanakan
menggunakan kapabilitas-prinisp dynaniic: governance-yang ditandai wawancara
peneliti dengan beberapa kelurahan yang ada di Kota Padang.

Penerapan kapabilitas dynamic governance dalam pengelolaan Bantuan
Langsung Tunai sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan: pertama,
thinking ahead yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terus melakukan
pengkajian kebijakan untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi.
Bantuan Langsung Tunai Kota Padang merupakan bentuk hasil buah pemikiran
Pemerintah Kota Padang untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi masyarakat
Kota Padang.

Kedua, thinking again yang dilakukan Pemerintah Kota Padang perlu
melakukan beberapa evaluasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Hal ini
menjadi perhatian karena ditemukan temuan-temuan yang tidak sesuai dengan
Perwako No.27 Tahun 2020. Dari hasil wawancara bersama pihak Dinas Sosial,
ditemukana bahwa Dinas Sosial tidak mengetahui secara pasti terkait ketidaktepat
sasaran penerima BLT ini karena Dinas Sosial hanya mendapatkan data dari

pemerintah bawah tanpa melakukan evaluasi kembali data yang diberikan oleh
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pihak tersebut. Namun ditemukan beberapa pihak kelurahan yang bekerja sama
dengan pihak RT/RW mengembalikan uang Bantuan Langsung Tunai yang tidak
tepat sasaran kepada Dinas Sosial.

Ketiga, thinking across yang dilakukan Pemerintah Kota Padang mengenai
masalah pendataan bantuan ini. Pendataan mengenai bantuan yang diberikan
pemerintah akan dilakukan secara elektronik dan mandiri oleh masyarakat.
Masyarakat bisa melakukan penginputan data sendiri dengan syarat harus sesuai
alamat tempat tinggal dengan yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga. Apabila
ditemukan data yang tidak sesuai maka Kementrian Sosial yang berhak mengurus
masalah tersebut. Setelah data'tersebut dikeluarkan dleh Kementrian Sosial, pihak
kelurahan dengan RT melakukan cross check terhadap data yang telah diberikan
oleh Kementrian Sosial. Masalah pendataan yang terjadi di Indonesia menjadi
pusat perhatian sendiri terhadap pemerintah agar tidak ditemukan masyarakat yang
menerima bantuan ganda atau tidak tepatsasaran dan tidak ada lagi kecemburuan
sosial yang terjadi ditengah masyarakat.

Akan tetapi, pada pelaksanaan proses penyaluran BLT di Kota Padang yang
telah dilakukan sebanyak dua kali penyaluran Dinas Sosial Kota Padang memiliki
kendala dalam penyalurannya, yaitu APBD yang digunakan kebijakan ini tidak
mencukupi untuk proses penyaluran tahap selanjutnya. Hal ini tercantum dalam
Perwako No. 27 tahun 2020 mengatakan bahwa bantuan ini diberikan kepada
masyarakat dimulai dari Bulan April 2020 sampai berakhir masa tanggap darurat
dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kapabilitas dynamic governance
dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Kota Padang sudah berjalan cukup

baik meskipun ada kendala pada sektor finansial di Kota Padang.

87



6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan beberapa saran

yaitu :

6.2.1 Saran Teoritik

1.

Pembahasan terkait dengan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai pada
dasarnya dapat dilihat dari berbagai aspek, dalam penelitian ini peneliti
mencoba melihat Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai melalui kapabilitas
dynamic governance, yang mana memiliki tiga kapabilitas yaitu : Thinking
Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across. Saran untuk peneliti
selanjutnya untuk dapat melihat Pengelolaan Pemerintahan dengan
menggunakan teori dynamic governance. Karena menggunakan dynamic
governance mempunyai kemampuan untuk menilai suatu kebijakan secara
kompleks bisa menilai kinetja strategi, kebijakan, dan program yang ada
untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Setelah dijelaskan secara detail dan didapatkan kesimpulan bahwa proses
penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kota Padang sudah berjalan cukup
baik, meskipun ditemukannya ketidak tepat sasaran penerima di salah satu
Kelurahan di Kota Padang. Akan tetapi, sebagian besar kelurahan sudah
menerapkan salah satu kapabilitas dari teori yang peneliti gunakan yaitu
Thinking Again, dapat dilihat dari dikembalikannya uang BLT yang tidak
tepat sasaran. Oleh karena itu, saran peneliti untuk lanjutan peneliti ini
adalah untuk lebih mengkaji pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung
Tunai di Kota Padang dengan menggunakan teori lain, yang melihat

indikator-indikator lain seperti indikator keadaan sosial lingkungan ataupun
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indikator keadaan politik dalam sebuh proses penyaluran Bantuan
Langsung Tunai.
6.2.2 Saran Praktis

1. Dinas Sosial Kota Padang yang dalam hal ini sebagai lembaga Pemerintah
yang memiliki wewenang terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini
hendaknya melakukan cross check data masyarakat yang akan menerima
bantuan, sehingga meminimalisir penerima bantuan yang tidak tepat
sasaran.

2. Pemerintahan Kota Padang sebaiknya selalu melakukan kajian terkait
kebijakan yang ada di‘masa pandemi, schingga kebijakan tersebut dapat
meringankan beban masyarakat yang terdampak.

3. Pihak Kelurahan perlu melakukan update data masyarakat secara rutin agar
masyarakat yang menerima bantuan ini layak sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan.

4. RT/RW yang melakukan pendataan secara manual hendaknya mengikuti
Perwako No. 27 Tahun 2020 yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang
yang didalamnya terdapat kriteria-kriteria penerima, sehingga yang
menerima BLT tersebut adalah masyarakat yang sangat membutuhkan.

5. Pemerintahan Kota Padang harus selalu melakukan pembaruhan terkait
proses pendataan masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah

mengakses dan mendaftarkan diri secara mandiri.
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